
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tenlang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan­
Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman (86-92);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

a. bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan
kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat
berjalan secara efektif dan efisien, perlu didukung dengan
penataan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah yang tepat fungsi dan tepat ukuran
(right sizing) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
keuangan daerah serta prinsip penataan organisasi perangkat
daerah yang rasional, proposional, efektif dan efisien;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 3
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Tengah;

GUBERNURJAWATENGAH,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PERATURANDAERAHPROVINSIJAWATENGAH

NOMOR 9 TAHUN2016

TENTANG

PEMBENTUKANDANSUSUNANPERANGKATDAERAH
PROVINSIJAWATENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH

Mengingat

Menimbang



5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukirnan Tipe A,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat,
kawasan permukirnan, dan pertanahan.

6. SATPOL PP Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
ketenteraman, ketertiban urnurn, dan perlindungan masyarakat.

7. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
sosial.

8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

10. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A,menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang pangan.

11. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tipe A, menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pemberdayaan masyarakat, desa, administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil.

13. Dinas Perhubungan Tipe A, menyelengarakan urusan bidang
perhubungan.

14. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan
statistik.

15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.

17. Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata.

18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan.

19. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

20. Dinas Pertanian dan Perkebunan Tipe A, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Pertanian sub urusan tanaman pangan, hortikultura
dan perkebunan.

21. Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan Tipe A, menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan petemakan dan
kesehatan hewan.

22. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A,menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.

23. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan.

e. Badan Daerah Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitan dan Pengembangan Daerah
Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, pembangunan dan
fungsi penunjang penelitian dan pengembangan daerah.



Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

2. Kabupateri/Kota adalah kabupaterr/kota di Provinsi Jawa Tengah.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah otonom.

5. Gubemur adalah Gubemur Jawa Tengah.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai
unsur staf pemerintah daerah.

9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur pelayanan
adminstrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

10. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur pengawas
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

11. Dinas adalah Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur pelaksana
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

12. Badan adalah Badan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur penunjang
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 1

BAB I
KETENTUANUMUM

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNANPERANGKATDAERAHPROVINSIJAWATENGAH.

Menetapkan

DEWANPERWAKlLANRAKYATDAERAHPROVINSIJAWATENGAH
Dan

GUBERNURJAWATENGAH

Dengan Persetujuan Bersama

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 83);



(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, meliputi :
a. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan Sekretariat Daerah Tipe

A;
b. Sekretariat DPRDProvinsi Jawa Tengah rnerupakan Sekretariat DPRDTipe A;

c. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah merupakan Inspektorat TipeA;

d. Dinas Daerah Provinsi J awa Tengah, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, rnenyelenggarakan urusan
pernerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan.

2. Dinas Kesehatan Tipe A, rnenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
kesehatan.

3. Dinas Pekerjaan Umurn Bina Marga dan Cipta Karya Tipe A,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sub
urusan jalan , air minurn, persampahan, air lirnbah, drainase,
permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya
sertajasa konstruksi.

4. Dinas Pekerjaan Umurn Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Tipe A,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sub
urusan surnber daya air dan penataan ruang.

Pasal2

BAB II
PEMBENTUKANDANSUSUNANPERANGKATDAERAH

13. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SATPOLPP adalah Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah sebagai dinas daerah yang
rnenyelenggarakan sub urusan ketentraman, ketertiban urnurn dan
perlindungan masyarakat.

14. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang rnenjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kernenterian negara
dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan rnasyarakat.

15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana
tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dari/ atau kegiatan
teknis penunjang tertentu pada Dinas dan Badan.

16. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur
pelaksana yang meliputi wilayah kerja di satu atau beberapa kabupaten /kota,
khusus untuk Dinas yang melaksanakan urusan pernerintahan bidang
Pendidikan, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, dan Energi Surnber Daya
Mineral.

17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASNadalah pegawai negeri sipil
dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di Pernerintah
Provinsi Jawa Tengah.

18. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara
tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerin tahan.

19. Perangkat Daerah Tipe A adalah perangkat daerah dengan ukuran atas
intensitas atau beban tugas utarna pada setiap urusan pemerintahan yang
rnenjadi kewenangan Daerah yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah
untuk beban kerja besar, dengan nilai lebih dari 800.



(1) Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat UPT
Dinas di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit
organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara
profesional.

Pasal 7

(1) Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat UPT
Dinas di bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan.

(2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan
pendidikan formal.

Pasal6

(1) Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk UPT.

(2) UPT dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan Iatau
kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah.

Pasal5

BAB III
PEMBENTUKANUPT

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Gubemur
harus memperhatikan asas :
a. intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
b. efisiensi;
c. efektivitas;
d. pembagian habis tugas;
e. rentang kendali;
f. tata kerja yangjelas; dan
g. fleksibilitas.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi,
tata kerja serta unit kerja di bawah Perangkat Daerah sebagaimana dirnaksud dalam
Pasal2 diatur dengan Peraturan Gubemur.

Pasal3

5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe A,
melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan sumber daya manusia.

f. Badan Penghubung, untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan
pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat.

2. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi
penunjang keuangan sub fungsi pendapatan;

3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi
penunjang Keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

4. Badan Kepegawaian Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang
kepegawaian daerah.



BABVII
KETENTUANLAIN-LAIN

Pasal 11

(1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa
Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 nomor 7 Seri D
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13), tetap
melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan
mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal10

Pejabat ASN pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

(1) Gubemur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.

(2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan secara
administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

(3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas memberikan
rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubemur sesuai keahliannya

(4) Staf Ahli Gubemur diangkat dari PNS yang memenuhi persyaratan, berjumlah
paling banyak 3 (tiga)Staf Ahli.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur, tugas dan fungsi,
serta tata kerja Staf AhliGubemur diatur dengan Peraturan Gubemur.

Pasal9

BABV
STAFAHLI

(2) Wilayah kerja Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
meliputi satu atau lebih kabupatenjkota.

(3) Perangkat Daerah yang membentuk Cabang Dinas di kabupatenjkota, maka
jabatan terendah pada Perangkat Daerah tersebut setingkat Administrator,
kecuali pada Sekretariat.

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
Pendidikan, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, serta Energi dan Sumber
Daya Mineral dapat dibentuk Cabang Dinas di kabupatenjkota.

BABIV
PEMBENTUKANCABANGDINAS

Pasal8

(2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom
dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta
menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.



Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pejabat dengan Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama yang tidak menduduki jabatan pada perangkat daerah
yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah ini, dapat diberikan penugasan
lain yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, PNS yang menduduki Jabatan
Administrator dan Pengawas yang belum memasuki usia pensiun dan tidak
menduduki Jabatan Administrator dan Pengawas dalam Perangkat Daerah yang
dibentuk berdasarkan Peraturan Dacrah ini, dapat dialihkan dalam Jabatan
Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUANPERALIHAN

Pasal16

Pasal15

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disamping melaksanakan
urusan pemerintahan desentralisasi dan tugas pembantuan, dapat melaksanakan
urusan pemerintahan dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan
umum dan teknis atas penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
kabupaten Zkota tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya
Perangkat Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal14

Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah, yang
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16), tetap
melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru
yang melaksanakan sub urusan penanggulangan bencana sesuai dengan
keten tuan peraturan perundang -undangan.

Pasal13

Pasal 12

Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor8 Seri D
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14), tetap
melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan
mengenai organisasi dan tata hubungan kerja Rumah Sakit Daerah
diundangkan.

(2) Dalam hal Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung
dengan urusan pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

(3) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa
dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah sampai dengan
peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan
pemerintahan umum diundangkan.

· .



Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
a. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 nomor 5 Seri
D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku;

c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku kecuali Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, sampai dengan
peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan
pemerintahan umum diundangkan;

d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa
Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 14), tetap berlaku sampai dengan peraturan perundang­
undangan mengenai organisasi dan tata hubungan kerja Rumah Sakit Daerah
Provinsidiundangkan;

Pasal21

BAB IX
KETENTUANPENUTUP

Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2017.

Pasal 20

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah inimulai berlaku:
a. UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan

ditetapkannya Peraturan Gubemur tentang pembentukan UPT yang baru dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai dengan perangkat daerah
pelaksana urusan pemerintahan terkait;

b. Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya
sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan
Daerah ini.

Penyusunan rencana kerja dan anggaran Tahun Anggaran 2017 Perangkat
Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini, mendasarkan pada
urusan pemerintahan dan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah yang dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini.

Pasal 18



AERAH PROVINSI JAWATENGAHTAHUN 2016 NOMOR 9

NOREG PERATURANDAERAH PROVINSI JAWA TENGAH: (10/260/2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JA A TENGAH

Diundangkan di Semarang
Pada Tanggal 9 Nopember 2(1)16

GANJAR PRANOWO

GUBERNUR JAWATENGAH,

~

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 9 Nopern ber 201 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan
daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah.

Pasal 24

Peraturan Gubernur sebagai pe1aksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling
lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal23

Pada saat Peraturan Daerah in i mulai berlaku, peraturan pelaksanaan
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf
c, huruf e dan huruf f yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak
bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasa122

e. Peraturan Daerah Provinsi .Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi .Jawa Tengah Tahun 2008 nomor 9 Seri D Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15), dieabut dan
dinyatakan tidak berlaku; dan

f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 nomor 10 Seri D Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16), dieabut dan
dinyatakan tidak berlaku, keeuali Perangkat Daerah yang melaksanakan sub
Urusan Pemerintahan bidang Penanggulangan Beneana dan penyuluhan
sampai dengan peraturan pcrundang-undangan yang mengatur
kelembagaan diundangkan.

· .



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemcrintahan Daerah , Gubernur dibantu olch Pcrangkat Daerah yang
terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang.
Unsur staf diwadahi dalarn sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD.
Unsur pela k sa na Ur u sn n Perner inraha n ya ng diserahkan kepada
Dacrah diwadahi dalarn di na s Dacra h Unsur pcluksana fungsi
periunjang Utu sa n Peme rintahan Dae rah diwadahi dalam Badan
Daerah. Unsur periunjang yang khusus melaksanakan fungsi
pembinaan clan pe ngawa san penyeleriggaraan Pemerintahan Dacrah
diwad ah i dalam ln spe ktorat.

D81am rangka mcwujudkan pembentukan Pcrangkat Daerah
SCSlICiI cicngan prinsip dcsain orgariisasi. pcmbe ntu kun Pcrarigkat
Dacrah yang diatur dalam Pcraturan Daerah ini didasarkan pada
n sa s c fi s ie n s i, cfck tiv ita s , pembagian h a bi s tugas, rentang kendali,
tata kcrja yang jclas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi
kcwe nangan Daerah, dan interisitas Urusan Pemcr inta han dan
potensi Daerah.

Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core)
yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pernbantu Gubernur
dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang
Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusa n
wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi
penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan [urigs:
sebagai pe mba nt u Gubernur dalam melaksanakan fungsi me ngarur
dan mengurus uni uk men unjarig keluncaran pclaksanaan fungsi 1I111
ioperatinq core).

Pcrigc10111pokan organisasi Pcrnrigka t Ducrah didasarkan pada
konscpsi pernbcnt ukan organisas: yang tcrdiri atas 5 (lima) elemen,
yaitu Gubcr n u r (slroleglc apex), sekret.ar is Daerah (middle line), dinus
Dacrah (operating core). badanjfungsi penunjang (technostruCt'llre).
dan staf pendukung (supportingstaJj).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dae rah rnernbawa perubahan yang signifikan terhadap pernbe ntukan
Pcrangkat Dacrah , yakni dengan prinsip tepa: fungsi clan tc pat
uk u ra n (n'ghtsizing) bcrda sarkan beban kerja yang sesuai dengan
kondisi nva ta di masing-masing dacrah. Hal ini juga sejala n derigan
prinsip penataan organisasi Perangkat Dae ra h yang rasional.
proporsional, cfc ktif dan cfisie n.

I. UMUM.

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
ROVINSI JAWA TENGAH

TENTANC;

NOMOR 9 TAHUN 2016

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI LJAWATENGAII



Pasal 1
Cukup jelas

II. PASALDEMI PASAL

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah telah diundangkan, maka Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah; Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas
Daerah Provinsi Jawa Tengah; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 7 Tahun 2008 tcntang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis
Daerah Provinsi Jawa Tengah; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah; dan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah, sudah tidak sesuai lagi,
oleh karena itu perlu ditinjau kembali

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor
keuangan, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta
besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang
diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan
oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan an tara
Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan KabupatenjKota
sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian urusan pemerintahan
konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang
meliputi saran a dan prasarana, personil, metode kerja dan
penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan,
pengorganisasian, pe1aksanaan, pengkoordinasian, penganggaran,
pengawasan, penelitian dan pengembangan, standarisasi, dan
pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan
pemerin tahannya.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya
urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri
atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang
berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang
tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, dan Inspektur
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Fungsi Sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut
sebagai fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi
kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan
oleh Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja kepada Kepala Daerah.



Yang dimaksud dengan kalimat "Satuan Pendidikan" adalah
kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan
pendidikan pada jalur formal setiap jenjang dan jenis
pendidikan.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal8
Cukup jelas.

Pasal9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Yangdimaksud dengan "Jabatan F'ungsional"adalah sekelompok
Jabatan yang berisi Iungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang bcrdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasa13
Cukup jelas

Pasal4
Cukup jelas.

Pasa15
Cukup jelas.

Pasal6

Huruf e
Cukup jelas

Huruff
Yang dimaksud dengan kalimat "Badan
Penghubung" merupakan Perangkat Daerah
Provinsi J awa Tengah yang berdudukan di
Ibukota Negara Republik Indonesia di Jakarta,
yang melaksanakan tugas untuk menunjang
koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan
pembangunan dengan pemerintah pusat.

Huruf a
Cukup jelas

Hurufb
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Hurufd
Cukup jelas

Pasal2

..'



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAW A TENGAH NOMOR 85

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal20
Cukup jelas.

Pasal21
Cukup jelas.

Pasa122
Cukup jelas.

Pasa123
Cukup jelas.

Pasa124
Cukup jelas.

.~
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GUBERNUR JAW A TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 

NOMOR 61 TAHUK 2#16

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN 

KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

M enim bang : a. bahw a penyeienggaraan u ru sa n  pem erin tahan

m em erlukan  p en a taan  organ isasi dan  ta ta  kerja 

yang rasional, proporsional, efisien, efektif, 

ak u n tab e l dan  berkepastian  hukum ;

b. bahw a p en a taan  organ isasi dan  ta ta  kerja 

sebagaim ana d im aksud  h u ru f  a berorien tasi pada 

terw ujudnya ta ta  o rgan isasi dan  ta ta  kerja yang 

baik, bersih  dan  bebas dari kolusi, korupsi dan  

nepotism e serta  m en ingkatkan  pelayanan  publik  

kepada  m asyarakat;

c. bahw a b e rd asa rk an  pertim bangan  sebagaim ana 

d im aksud  dalam  h u ru f  a dan  h u ru f  b serta  sesuai 

k e ten tu an  Pasal 3 P e ra tu ran  D aerah  Provinsi Jaw a  

Tengah Nomor 9 T ahun  2016 ten tang  

P em ben tukan  dan  S u su n an  Perangkat D aerah 

Provinsi Jaw a  Tengah, m aka  perlu  m enetapkan  

P e ra tu ran  G ubernu r ten tan g  O rganisasi Dan Tata 

Kerja D inas P erum ahan  R akyat D an Kawasan 

Perm ukim an Provinsi Jaw a  Tengah;

M engingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang

Pem bentukan Provinsi Jaw a Tengah (Himpunan 

Peraturan - Peraturan Negara T ahun 1950 Halaman 

86-92);

2. Undang-Undang Nomor 12 T ahun 2011 tentang

Pem bentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 6 T am bahan Lem baran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

A paratur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tam bahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pem erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tam bahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaim ana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 T ahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pem erintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58 Tam bahan Lem baran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pem erintah Nomor 18 T ahun  2016 Tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tam bahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jaw a Tengah Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Pem bentukan Peraturan 

Daerah Provinsi Jaw a Tengah (Lembaran Daerah 

Provinsi Jaw a Tengah Tahun 2016 Nomor 6, 

Tam bahan Lembaran Daerah Provinsi Jaw a Tengah 

Nomor 83);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jaw a  Tengah Nomor 9 

T ahun 2016 tentang Pem bentukan dan S usunan  

Perangkat Daerah Provinsi Jaw a  Tengah (Lembaran 

Daerah Provinsi Jaw a Tengah T ahun 2016 Nomor 9, 

Tam bahan Lembaran Daerah Provinsi Jaw a Tengah 

Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

M enetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI

DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN 

KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam  P era tu ran  G u b e rn u r ini yang d im aksud  dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jaw a Tengah.

2. Pem erintahan D aerah adalah penyelenggaraan u ru san  Pem erintahan oleh 

Pem erintah D aerah dan  Dewan Perwakilan Rakyat D aerah m enuru t azas 

otonomi dan Tugas Pem bantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam  sistem dan prinsip Negara K esatuan Republik Indonesia sebagaim ana 

dim aksud dalam  Undang-Undang D asar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.

3. Pem erintah D aerah adalah G ubernur sebagai u n su r  penyelenggara 
Pem erintahan D aerah yang memimpin pelaksanaan u ru sa n  Pem erintahan 

yang m enjadi kew enangan Daerah otonom.

4. G ubernur adalah G ubernur Jaw a Tengah.



5. Kabupaten / Kota adalah  kabupaten  /  kota di Jaw a Tengah.

6. Sekretaris D aerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jaw a  Tengah.

7. Dinas adalah Dinas Perum ahan Rakyat dan  Kawasan Perm ukim an Provinsi 

Jaw a Tengah.

8. Asas Otonomi adalah  prinsip dasar penyelenggaraan pem erintahan daerah 

berdasarkan otonomi daerah.

9. Otonomi D aerah adalah, hak, wewenang dan  kewajiban daerah  otonom un tu k  

m engatur dan m engurus sendiri u ru san  pem erintahan dan  kepentingan 

m asyarakat setem pat dalam  sistem  Negara K esatuan Republik Indonesia.

10. Tugas Pem bantuan adalah penugasan dari Pem erintah P usat kepada Daerah 

otonom u n tu k  m elaksanakan sebagian U rusan Pem erintahan yang menjadi 

kewenangan Pem erintah Pusat a tau  dari Pem erintah Daerah provinsi kepada 

Daerah k ab u p aten /k o ta  u n tu k  m elaksanakan sebagian U rusan Pem erintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UP!' adalah unit pelaksana 

tugas teknis u n tu k  m elaksanakan kegiatan teknis operasional d a n /a ta u  

kegiatan teknis penunjang terten tu  pada Dinas Perum ahan Rakyat dan 

Kawasan Perm ukim an.

12. Jab a tan  Fungsional adalah sekelompok jaba tan  yang berisi fungsi dan tugas 

fungsional yang berdasarkan  keahlian dan  keteram pilan tertentu .

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu 

Kedudukan

Pasal 2

(1) Dinas m erupakan u n su r  pelaksana u ru san  pem erintahan Bidang P erum ahan  

Rakyat d an  K aw asan Perm ukim an dan  B idang P e rtan ah an , yang menjadi 

kewenangan Daerah.

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan 

bertanggung jaw ab kepada G ubem ur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua 

Tugas

Pasal 3

Dinas m em punyai tugas m em ban tu  G ub ern u r m elaksanakan  u ru sa n  

pem erin tahan  B idang Perum ahan Rakyat dan Kawasan Perm ukim an dan Bidang 

Pertanahan yang  m enjadi kew enangan D aerah dan  Tugas P em ban tuan  yang 

d itugaskan  kepada  D aerah.

Bagian Ketiga 

Fungsi

Pasal 4

Dalam m elaksanakan tugas sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 3, Dinas



m elaksanakan fungsi:

a. perum usan  kebijakan di Bidang Perum ahan, K aw asan Perm ukim an, 

P ertanahan , K eterpaduan  P erum ahan  dan  K aw asan Perm ukim an;

b. pengoordinasian kebijakan Bidang Perum ahan, K aw asan Perm ukim an, 

P ertanahan , K eterpaduan  P erum ahan  dan  K aw asan Perm ukim an;

c. p e lak san aan  kebijakan  di Bidang Perum ahan, K aw asan Perm ukim an, 

P ertanahan , K eterpaduan  P erum ahan  dan  K aw asan Perm ukim an;

d. p e lak san aan  m onitoring, evaluasi dan  pelaporan  di Bidang Perum ahan, 

K aw asan Perm ukim an, P ertanahan , K eterpaduan  P erum ahan  dan  

K aw asan Perm ukim an

e. pe laksanaan  dan  pem binaan  adm in istrasi dan  k esek re ta ria tan  kepada 

se lu ruh  u n it kerja  di lingkungan Dinas; dan

f. pe laksanaan  fungsi ked inasan  lain yang diberikan  oleh G ubernur, sesuai 

dengan tugasnya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu 

Umum

Dinas, terdiri a tas :

Pasal 5

a. Kepala D inas;

b. Sekretariat;

c. B idang P erum ahan ;

d. B idang K aw asan Perm ukim an;

e. B idang K eterpaduan  P erum ahan  dan  K awasan Perm ukim an;

f. B idang P ertanahan ;

g. Kelompok J a b a ta n  Fungsional.

Bagian Kedua 

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 5 h u ru f a  m em punyai tugas 

memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaim ana dim aksud dalam 

Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga 

Sekretariat

Pasal 7

(1) S ekretaria t m eru p ak an  u n s u r  pem ban tu  p im pinan, b e rada  di baw ah dan 

bertanggung jaw ab  kepada  Kepala Dinas.

(2) Sekretaria t dipim pin oleh Sekretaris.



Pasal 8

Sekretariat m em punyai tugas m elaksanakan penyiapan koordinasi pe laksanaan  

tugas, p e lak san aan  k esek re ta ria tan , pem binaan , dan  pem berian  d u kungan  

adm in istrasi kepada  se lu ru h  u n it organisasi di lingkungan  Dinas.

Pasal 9

Dalam  m elak san ak an  tugas sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 8, 

Sekretaria t Dinas, m elak san ak an  fungsi:

a. penyiapan b ah an  koordinasi kegiatan  di lingkungan Dinas;

b. pengord inasian  dan  p e n y u su n an  ren can a  program  dan kegiatan di 

lingkungan Dinas;

c. penyiapan b a h an  pem binaan  dan  pem berian d u k u n g an  adm in istras i serta  

p e lak san aan  k e sek ra ta ria tan  yang m eliputi k e ta ta u sa h a a n , kepegaw aian, 

hukum , keuangan , kerum ah tanggaan , kerja  sam a, k eh u m asan , kearsipan  

dan  dokum en tasi di lingkungan Dinas;
d. penyiapan b a h an  koordinasi, pem binaan  dan  p e n a taa n  o rgan isasi dan  ta ta  

lak san a  di lingkungan  Dinas;

e. penyiapan b a h an  koordinasi p e lak san aan  sistem  pengendalian  in tern  

pem erin tah  dan  pengelolaan inform asi;

f. penyiapan b a h an  pengelolaan ba ran g  m ilik /k ek ay aan  D aerah dan  

pelayanan  pengadaan  b a ra n g /ja sa  di lingkungan Dinas; dan

g. penyiapan b a h an  m onitoring, evaluasi dan  pelaporan  di lingkungan Dinas;

h. p e lak san aan  tu g as lain yang d iberikan  oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas d an  fungsinya.

Pasal 10

(1) Sekretaria t sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 7 ayat (1), terdiri a ta s  :

a. Subbagian  Program ;

b. S ubbagian  K euangan; dan

c. S ubbagian  U m um  dan  Kepegawaian.

(2) Subbagian  sebagaim ana  d im aksud  pada ayat (1), m asing-m asing  dipim pin 

oleh seorang Kepala S ubbagian  yang berada  dibaw ah d an  bertanggung 

jaw ab kepada  Sekretaris.

Pasal 11

(1) Subbagian  Program  sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 10 ayat (1) h u ru f  

a m em punyai tugas, m elakukan  penyiapan  b ah an  p e ru m u san  kebijakan, 

koo rd in asi d a n  p e la k sa n a a n  k eb ijak an , m onitoring, evaluasi dan  

pelaporan di B idang Program .

(2) Tugas sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) m eliputi:

a. m enyiapkan b a h an  p e ru m u san  kebijakan tekn is di B idang Program;

b. m enyiapkan b ah an  pengoordinasian  kebijakan tekn is di bidang 

p en y u su n an  p e ren can aan  program  dan  keg iatan  di lingkungan  Dinas;

c. m enyiapkan  b a h an  dan  m engoordinasikan  p e n y u su n an  perencanaan  

program  d an  kegiatan  di lingkungan Dinas;

d. m enyiapkan b a h an  pengendalian  program  dan  keg iatan  di lingkungan 
Dinas;

e. m enyiapkan  b a h an  pengelolaan d a ta  dan  inform asi di B idang Program;

f. m enyiapkan b a h an  evaluasi dan  pelaporan  di B idang Program ;

/



g. m elakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

(1) Subbagian  K euangan sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 10 ayat (1) 

h u ru f  b m em punyai tugas, m elakukan  penyiapan  b a h an  p e ru m u san  

kebijakan, koord inasi dan  p e lak san aan  kebijakan, m onitoring, evaluasi 

dan  pelaporan  di B idang K euangan.

(2) Tugas sebagaim ana  d im aksud  pad a  ayat (1) meliputi:

a. m enyiapkan b ah an  p e ru m u san  kebijakan tekn is di B idang Keuangan.

b. m enyiapkan b ah an  pengoordinasian  keb ijakan  tekn is di Bidang 

K euangan;

c. m enyiapkan  b ah an  pengelolaan keuangan  di lingkungan  Dinas;

d. m enyiapkan  b ah an  verifikasi dan  pem bukuan ; dan

e. m enyiapkan b ah an  pengelolaan d a ta  dan  inform asi di Bidang 

K euangan;

f. m enyiapkan  b ah an  evaluasi dan  pelaporan  di B idang K euangan; dan

g. m elakukan  tu g as ked inasan  lain  yang d iberikan  oleh pim pinan.

Pasal 13

(1) Subbagian  U m um  d an  Kepegawaian sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 

10 ayat (1) h u ru f  c m em punyai tu g as m elakukan  penyiapan  bahan  

p e ru m u san  kebijakan, koordinasi dan  p e lak san aan  keb ijakan , m onitoring, 

evaluasi dan  pelaporan  di B idang U m um  dan  Kepegawaian.

(2) Tugas sebagaim ana  d im aksud  pada ayat (1) d ia tas m eliputi:

a. m enyiapkan  b ah an  p e ru m u san  kebijakan tekn is di Bidang 

Kepegawaian;

b. m enyiapkan b a h an  pengoordinasian  di B idang Um um  dan 

Kepegawaian;

c. m enyiapkan b a h an  pengelolaan k e ta ta u sa h a a n  di lingkungan  Dinas;

d. m enyiapkan b a h an  pengelolaan ru m ah tangga  d an  aset;

e. m enyiapkan  b a h an  kerja  sam a dan  kehum asan ;

f. m enyiapkan b a h an  pengelolaan kearsipan  d an  dokum entasi;

g. m enyiapkan  b a h an  p en a taan  organisasi, h u k u m  d an  pe laksanaan  

k e ta ta lak san aan ;

h. m enyiapkan b ah an  evaluasi dan  pelaporan  di B idang U m um  dan 

Kepegawaian; dan

i. m elakukan  tu g as ked in asan  lain yang d iberikan  oleh pim pinan.

Bagian Keempat 

B idang P erum ahan

Pasal 14

(1) B idang P erum ahan , m eru p ak an  u n s u r  p e laksana  di B idang P erum ahan , 

berada  d ibaw ah d an  bertanggung  jaw ab  kepada Kepala D inas.

(2) B idang P e rum ahan  dipim pin oleh Kepala Bidang.

f -



Pasal 15

B idang P erum ahan  se b ag a im a n a  d im a k su d  d a lam  P asa l 14 ay a t (1) 

m em punyai tu g a s  m elaksanakan penyiapan p e ru m u s a n  k eb ijak an , 

koo rd inasi d an  p e la k sa n a a n  k eb ijak an , m onito ring , ev a lu as i d a n  p e lap o ran  

di B idang P erencanaan  Teknis dan  Pem biayan P erum ahan , P erum ahan  

Um um  serta  P e rum ahan  Swadaya.

Pasal 16

Dalam  m elak san ak an  tu g as sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 15, B idang 

Perum ahan , m enyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan ru m u sa n  kebijakan, k o o rd in as i d an  p e la k sa n a a n  k eb ijak an , 

evaluasi dan  pelaporan  di B idang P erencanaan  Teknis d an  Pem biayaan 

Perum ahan;

b. penyiapan ru m u sa n  kebijakan, k o o rd in as i d a n  p e la k sa n a a n  k eb ijak an , 

evaluasi dan  pelaporan  di B idang P erum ahan  Um um ;

c. penyiapan ru m u sa n  kebijakan, k o o rd in asi d an  p e la k sa n a a n  k eb ijak an , 

evaluasi dan  pelaporan  di B idang P erum ahan  Swadaya;

d. p e laksanaan  fungsi ked inasan  lain yang diberikan  oleh p im pinan, sesuai 

dengan tugasnya.

Pasal 17

(1) B idang P e rum ahan  terdiri a tas:

a. Seksi P erencanaan  Teknis dan  Pem biayaan P erum ahan ;

b. Seksi P e ru m ah an  Um um ; dan

c. Seksi P e ru m ah an  Sw adaya.

(2) Seksi sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1), m asing-m asing  dipim pin oleh 

seorang Kepala Seksi yang berada  dibaw ah dan  bertanggung  jaw ab  kepada 

Kepala B idang P erum ahan .

Pasal 18

(1) Seksi P erencanaan  Teknis dan  Pem biayaan P erum ahan , sebagaim ana 

d im aksud  dalam  Pasal 17 ayat (1) h u ru f  a m em punyai tugas, m elakukan  

penyiapan b a h a n  p e ru m u san  kebijakan, k o o rd in as i d a n  p e la k sa n a a n  

k eb ijak an , m onitoring, evaluasi dan  pelaporan  di B idang P erencanaan  

Teknis dan  Pem biayaan Perum ahan .

(2) Tugas sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1) d ia tas m eliputi:

a. m enyiapkan b a h an  p e ru m u san  kebijakan tekn is di B idang Perencanaan  

Teknis d an  Pem biayaan Perum ahan ;

b. m enyiapkan b a h an  pengoordinasian  di B idang P eren canaan  Teknis dan  

Pem biayaan Perum ahan ;

c. m enyiapkan b a h an  p en y u su n an  b ah an  pe ren can aan  perum ahan ;

d. m enyiapkan b a h an  pengelolaan d a ta  p e rencanaan  perum ahan ;

e. m enyiapkan b ah an  p e n y u su n an  pedom an pem biayaan perum ahan ;

f. m en yiap k an  b ah an  b im bin gan  tek n is  p eren ca n a a n  p em b an gu n an  

perum ahan;

g. m enyiapkan b ah an  pelayanan  ta ta  tekn ik  dan  k o n stru k si perum ahan ;
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h. m enyiapkan b ah an  evaluasi dan  pelaporan  di B idang Perencanaan 

Teknis dan  Pem biayaan P erum ahan; dan

i. m elakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pim pinan.

Pasal 19

(1) Seksi P e rum ahan  U m um  sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 17 ayat (1) 

h u ru f  b m em punyai tugas m elakukan  penyiapan  b ah an  p e ru m u san  

kebijakan, k o o rd in as i d an  p e la k sa n a a n  k e b ija k an , evaluasi dan  

pelaporan  di B idang P erum ahan  Um um .

(2) Tugas sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1) d ia ta s  m eliputi:

a. m enyiapkan b ah an  p e ru m u san  kebijakan tekn is di B idang P erum ahan  

Umum;

b. m enyiapkan b a h an  pengoordinasian  di B idang P e rum ahan  Umum;

c. m enyiapkan b a h an  penyediaan  p ra sa ra n a  dan  sa ra n a  u tilitas  um um  

perum ahan ;

d. m enyiapkan b ah an  penyediaan  rum ah  korban  b en can a  D aerah;

e. m enyiapkan  b ah an  fasilitasi penyediaan  ru m ah  relokasi program  

Pem erin tah  D aerah;

f. m enyiapkan  b a h an  fasilitasi penyediaan  ru m ah  su su n  bagi m asyaraka t 

berpenghasilan  rendah ;

g. m enyiapkan  b ah an  fasilitasi penyediaan  ru m ah  k h u su s  bagi 

m asy arak a t berpenghasilan  rendah;

h. m enyiapkan b ah an  fasilitasi penyediaan ru m ah  tap ak  sed erh an a  sehat 

bagi m asy arak a t berpenghasilan  rendah;

i. m enyiapkan b ah an  evaluasi dan  pelaporan  di B idang P erum ahan  

Um um ; dan

j. m elakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pim pinan.

Pasal 20

(1) Seksi P e rum ahan  Sw adaya, sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 17 ayat 

(1) h u ru f  c m em punyai tugas, m elakukan  penyiapan  b a h an  p eru m u san  

kebijakan, k o o rd in as i, m onitoring, evaluasi dan  pelaporan  di B idang 

P erum ahan  Sw adaya.

(2) Tugas sebagaim ana  d im aksud  pada ayat (1) d ia ta s  m eliputi:

a. m enyiapkan b ah an  p e ru m u san  kebijakan tekn is di Bidang 

P erum ahan  Swadaya;

b. m enyiapkan  b a h an  pengoordinasian  di B idang P e rum ahan  Swadaya;

c. m enyiapkan b a h an  sosialisasi pengem bangan p e ru m ah an  sw adaya

d. m enyiapkan  b a h an  pengem bangan p e ru m ah an  sw adaya;

e. m enyiapkan  b ah an  fasilitasi dan  stim u lan  pem bangunan ,

pen ingkatan , pem ugaran , perbaikan , p e rlu a san  dan  pem anfaa tan  

ru m ah  bagi ru m ah  tangga m iskin;

f. m enyiapkan  b ah an  fasilitasi dan  stim u lan  pem bangunan ,
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pem ugaran  dan  pem anfaa tan  ru m ah  bagi korban  b en can a  alam ;

g. m enyiapkan  b ah an  pengkoordinasian  dan  p em bangunan  dan  

pem eliharaan  p ra sa ra n a , sa ran a  dan  u tilitas  u m u m  p eru m ah an  

sw adaya;

h. m enyiapkan  b ah an  pem berdayaan  dan  kem itraan  dengan  berbagai 

pem angku kepentingan  di B idang P erum ahan  Sw adaya;

i. m enyiapkan  b ah an  evaluasi dan  pelaporan  di B idang P erum ahan  

Sw adaya; dan

j. m elakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

B idang K aw asan Perm ukim an 

Pasal 21

(1) Bidang K aw asan Perm ukim an m erupakan  u n s u r  p e lak san a  di Bidang 

K aw asan Perm ukim an, berada  di baw ah dan  bertanggung  jaw ab  kepada 

Kepala D inas.

(2) B idang K aw asan Perm ukim an, dipim pin oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

B idang K aw asan P erm ukim an se b ag a im a n a  d im a k su d  d a lam  P asa l 21 ayat 

(1) m em punyai tu g as m elaksanakan penyiapan p e ru m u s a n  keb ijakan , 

koo rd in asi d a n  p e la k sa n a a n  k eb ijak an , m on ito ring , e v a lu as i d a n  p e lap o ran  

di B idang P erencanaan  Teknis K aw asan Perm ukim an, Pengem bangan 

P rasa ran a  S a ran a  U tilitas K aw asan Perm ukim an, Dan P eningkatan  K ualitas 

K awasan Perm ukim an.

Pasal 23

Dalam m elak san ak an  tu g as sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 22, Bidang 

K awasan Perm ukim an, m enyelenggarakan fungsi :

a . penyiapan ru m u sa n  kebijakan, k o o rd in asi d an  p e la k sa n a a n  k eb ijak an , 

m onitoring, evaluasi dan  pelaporan  di B idang P erencanaan  Teknis 

K aw asan Perm ukim an;

b . penyiapan ru m u sa n  kebijakan, k o o rd in as i d a n  p e la k sa n a a n  k eb ijak an , 

m onitoring, evaluasi d an  pelaporan  di B idang Pengem bangan P rasa ran a  

S a ran a  U tilitas K aw asan Perm ukim an;

c. penyiapan ru m u sa n  kebijakan, k o o rd in as i d an  p e la k sa n a a n  keb ijakan , 

m onitoring, evaluasi dan  pelaporan  di B idang Pen ingkatan  K ualitas 

K aw asan Perm ukim an; dan

d . p e lak san aan  fungsi ked inasan  lain yang d iberikan  oleh p im pinan, sesuai 

dengan tugasnya.

Pasal 24

(1) B idang K aw asan Perm ukim an, terdiri a ta s  :

a. S ek si P eren can aan  T ek nis K aw asan Perm ukim an;

b. Seksi Pengem bangan P ra sa ran a  S a ran a  U tilitas K aw asan Perm ukim an; 
dan



c. Seksi P en ingkatan  K ualitas Kawasan Perm ukim an

(2) Seksi sebagaim ana  d im aksud  pada ayat (1), m asing-m asing  dipim pin oleh 

seorang Kepala Seksi yang berada  dibaw ah dan  bertanggung  jaw ab  kepada 

Kepala B idang K aw asan Perm ukim an.

Pasal 25

(1) Seksi P erencanaan  Teknis K aw asan Perm ukim an, sebagaim ana  d im aksud  

dalam  Pasal 24 ayat (1) h u ru f  a  m em punyai tugas, m elakukan  penyiapan 

b ah an  p e ru m u san  kebijakan, k o o rd in as i d an  p e la k sa n a a n  k eb ijak an , 

m onitoring, evaluasi d an  pelaporan  di B idang P erencanaan  Teknis K awasan 

Perm ukim an.

(2) Tugas sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1) meliputi:

a. m enyiapkan  b a h an  p e ru m u san  kebijakan tekn is di B idang Perencanaan  

Teknis K aw asan Perm ukim an.

b. m enyiapkan b ah an  pengoordinasian  di B idang P erencanaan  Teknis 

K aw asan Perm ukim an;

c. m enyiapkan b ah an  p en y u su n an  p e tu n ju k  p e lak san aan  dan  pe tun juk  

tekn is k aw asan  perm ukim an;

d. m enyiapkan b a h an  p e ren can aan  tekn is kaw asan  perm ukim an;

e. m enyiapkan  b a h an  bim bingan tekn is dan  supervisi pengem bangan 

p ra sa ra n a  sa ra n a  u tilitas  kaw asan  perm ukim an;

f. m enyiapkan b a h an  evaluasi dan  pelaporan  di B idang Perencanaan  

Teknis K aw asan Perm ukim an; dan

g. m elakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 26

(1) Seksi Pengem bangan P ra sa ran a  S a ran a  U tilitas K aw asan Perm ukim an, 

sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 24 ayat (1) h u ru f  b m em punyai tugas, 

m elakukan  peny iapan  b ah an  p e ru m u san  kebijakan, k o o rd in asi d an  

p e la k sa n a a n  k e b ija k an , m onitoring, evaluasi d an  pelaporan  di B idang 

Pengem bangan P ra sa ran a  S a ran a  Utilitas K aw asan Perm ukim an.

(2) Tugas sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1) m eliputi:

a. m enyiapkan  b a h an  p e ru m u san  kebijakan tekn is pengem bangan 

p ra sa ra n a  sa ra n a  u tilitas  kaw asan  perm ukim an

b. m enyiapkan b a h an  pengoordinasian  di B idang Pengem bangan 

P ra sa ran a  S a ran a  U tilitas K aw asan Perm ukim an;

c. m enyiapkan b ah an  pengkajian  p ra sa ra n a  sa ra n a  u tilitas  kaw asan 

perm ukim an;

d. m enyiapkan  b ah an  p en y u su n an  dan  pengem bangan  p ra sa ra n a  sa ran a  

u tilitas  kaw asan  perm ukim an;

e. m enyiapkan b a h an  pengem bangan jejaring  kem itraan  pengem bangan 

p ra sa ra n a  sa ra n a  u tilitas  kaw asan  perm ukim an;

f. m enyiapkan b a h an  evaluasi dan  pelaporan  di B idang Pengem bangan 

P ra sa ran a  S a ran a  U tilitas K aw asan Perm ukim an; dan

/



g. m elakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pa sal 27

(1) Seksi P en ingkatan  K ualitas K aw asan Perm ukim an sebagaim ana  d im aksud  

dalam  Pasal 24 ayat (1) h u ru f  c m em punyai tugas, m elakukan  penyiapan 

b ah an  p e ru m u san  kebijakan, k o o rd in as i d an  p e la k sa n a a n  k eb ijak an , 

m onitoring, evaluasi dan  pelaporan  di B idang Peningkatan  K ualitas 

K aw asan Perm ukim an.

(2) Tugas sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) m eliputi:

a. m enyiapkan b a h an  p e ru m u san  kebijakan tekn is di B idang Peningkatan  

K ualitas K aw asan Perm ukim an;

b. m enyiapkan b ah an  pengoordinasian  di B idang P eningkatan  K ualitas 

K aw asan Perm ukim an;

c. m enyiapkan b ah an  bim bingan tekn is dan  supervisi kaw asan

perm ukim an;

d. m enyiapkan b ah an  pengkajian  dan  p en y u su n an  inovasi kua litas 

kaw asan  perm ukim an;

e. m enyiapkan b a h an  fasilitasi pen ingkatan  k u a litas  kaw asan

perm ukim an;

f. m enyiapkan  b a h an  pengem bangan jejaring  kem itraan  kaw asan  

perm ukim an;

g. m enyiapkan  b a h an  evaluasi dan  pelaporan  di B idang Peningkatan  

K ualitas K aw asan Perm ukim an; dan

h. m elakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam

Bidang K eterpaduan  P erum ahan  dan  K aw asan Perm ukim an

Pasal 28

(1) B idang K eterpaduan  P erum ahan  dan  K aw asan Perm ukim an, m erupakan  

u n su r  p e lak san a  di B idang K eterpaduan  P erum ahan  dan  K awasan 

Perm ukim an, b e rad a  di baw ah dan  bertanggung  jaw ab  kepada Kepala 

Dinas.

(2) Bidang K eterpaduan  P erum ahan  D an K aw asan Perm ukim an, dipim pin 

oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

B idang K eterpaduan  P erum ahan  Dan K aw asan Perm ukim an seb ag a im an a  

d im ak su d  da lam  P asa l 28 ay a t (1) m e la k sa n a k a n  p e n y ia p an  p e ru m u sa n  

k eb ijak an , k o o rd in as i, p e la k sa n a a n  k eb ijak an , m on ito ring , ev a lu asi d an  

p e lap o ran  di B idang  Pengelolaan D ata P erum ahan , K aw asan Perm ukim an 

dan  P ertanahan , K eterpaduan  In fras tru k tu r, Pem binaan  dan  Evaluasi 
P erum ahan  Serta  Perm ukim an.



Pasal 30

Dalam m elak san ak an  tu g as sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 28, Bidang 

K eterpaduan P e ru m ah an  dan  K aw asan Perm ukim an, m enyelenggarakan 

fungsi:

a . penyiapan ru m u sa n  kebijakan, k o o rd in as i d an  p e la k sa n a a n  k eb ijak an , 

m onito ring , evaluasi dan  pelaporan  di B idang Pengelolaan D ata 

Perum ahan , K aw asan Perm ukim an dan  P ertanahan ;

b . penyiapan ru m u sa n  kebijakan, k o o rd in as i d an  p e la k sa n a a n  k eb ijak an , 

m onito ring , evaluasi d an  pelaporan  di B idang K eterpaduan  In frastruk tu r;

c. penyiapan ru m u sa n  kebijakan, k o o rd in asi d a n  p e la k sa n a a n  k eb ijak an , 

m onito ring , evaluasi dan  pelaporan  di B idang Pem binaan dan  Evaluasi 

P erum ahan  dan  Perm ukim an; dan

d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pim pinan sesuai 

dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

(1) B idang K eterpaduan  P erum ahan  dan  K aw asan Perm ukim an, terdiri atas:

a. Seksi Pengelolaan D ata P erum ahan , K aw asan Perm ukim an dan 

P ertanahan ;

b. Seksi K eterpaduan  In fras tru k tu r; dan

c. Seksi Pem binaan , E valuasi P erum ahan  dan  Perm ukim an.

(2) Seksi sebagaim ana  d im aksud  p ad a  ayat (1), m asing-m asing  dipim pin oleh 

seorang Kepala Seksi yang berada  dibaw ah dan  bertanggung  jaw ab kepada 

Kepala B idang K eterpaduan  P erum ahan  dan  K aw asan Perm ukim an.

Pasal 32

(1) Seksi Pengelolaan D ata  Perum ahan , K aw asan Perm ukim an dan  

P ertanahan , sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 31 ayat (1) h u ru f  a 

m em punyai tugas, m elakukan  penyiapan b ah an  p e ru m u san  kebijakan, 

koo rd in asi d a n  p e la k sa n a a n  k eb ijak an , m onitoring, evaluasi dan  

pelaporan di B idang Pengelolaan D ata P erum ahan , K aw asan Perm ukim an 

dan  P ertanahan .

(2) Tugas sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1) m eliputi:

a. m enyiapkan b ah an  p e ru m u san  kebijakan tekn is di B idang Pengelolaan 

d a ta  p e ru m ah an , kaw asan  perm ukim an  dan  p e rtan ah an ;

b. m enyiapkan b ah an  pengoordinasian  di B idang Pengelolaan D ata 

P erum ahan , K aw asan Perm ukim an dan  P ertanahan ;

c. m enyiapkan b ah an  p en y u su n an  d a ta  b a s e  p e ru m ah an  rakyat dan  

perm uk im an  se rta  p e rtan ah an ;

d. m enyiapkan b a h an  pengelolaan d a ta  u ru sa n  p e ru m ah an  rakyat dan  

perm uk im an  se rta  p e rtan ah an ;

e. m enyiapkan  b ah an  pem u tak h iran  d a ta  p e ru m ah an  rakyat dan  

perm uk im an  se rta  p e rtan ah an ;

f. m enyiapkan b a h an  pengelolaan sistem  inform asi d an  publikasi;
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g. m enyiapkan  b a h an  evaluasi dan  pelaporan di B idang Pengelolaan D ata 

P erum ahan , K aw asan Perm ukim an dan  P ertanahan ; dan

h. m elakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 33

(1) Seksi K eterpaduan  In fras tru k tu r, sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 31

ayat (1) h u ru f  b m em punyai tugas, m elakukan  penyiapan  bahan

p eru m u san  kebijakan, k o o rd in asi d a n  p e la k sa n a a n  keb ijakan ,

m onitoring, evaluasi dan  pelaporan  di B idang K eterpaduan  In fras truk tu r.

(2) Tugas sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) m eliputi:

a. m enyiapkan  b a h an  p e ru m u san  kebijakan tekn is di Bidang 

K eterpaduan  In fras tru k tu r;

b. m enyiapkan  b ah an  pengoordinasian  di B idang K eterpaduan 

In fras tru k tu r;

c. m enyiapkan  b ah an  p en y u su n an  dan  inven trisasi R encana Induk 

Pengem bangan P erum ahan  dan  K aw asan Perm ukim an;

d. m enyiapkan b ah an  p en y u su n an  ren can a  p em bangunan  dan 

pengem bangan  p e ru m ah an  dan  kaw asan  perm ukim an;

e. m enyiapkan b ah an  p en y u su n an  ren can a  stra teg is p e ru m ah an  dan  

kaw asan  perm ukim an;

f. m enyiapkan b a h an  m onitoring p e lak san aan  p en y u su n an  dan  

p e ru m u san  ren can a  stra teg is 5 (lima) ta h u n a n  dan  tah u n a n ;

g. m enyiapkan  b a h an  fasilitasi program  kem itraan  pem bangunan  

in fra s tru k tu r  dan  p e rtan ah an ;

h. m enyiapkan b a h an  pendayagunaan  dan  p em anfaa tan  hasil rekayasa 

teknologi;

i. m enyiapkan b ah an  p e ru m u san  kebijakan ten tan g  penyediaan  kaw asan 

siap ban g u n  dan  lingkungan siap bangun  lin tas k a b u p a te n /k o ta ;

j. m enyiapkan b a h an  evaluasi dan  pelaporan di B idang K eterpaduan 

In fras tru k tu r; dan

k. m elakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 34

(1) Seksi Pem binaan  d an  E valuasi P erum ahan , Perm ukim an d an  P ertanahan  

sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 31 ayat (1) h u ru f  c m em punyai tugas, 

m elakukan  penyiapan  b ah an  p e ru m u san  kebijakan, k o o rd in as i d an  

p e la k sa n a a n  k e b ija k an , m onitoring, evaluasi dan  pelaporan  di B idang 

Pem binaan d an  E valuasi P erum ahan , Perm ukim an D an P ertanahan .

(2) Tugas sebagaim ana  d im aksud  pada ayat (1) meliputi:

a. m enyiapkan b ah an  p e ru m u san  kebijakan tekn is di B idang Pem binaan 

dan  E valuasi P erum ahan , Perm ukim an dan  P ertanahan ;

b. m enyiapkan b ah an  pengoordinasian  di B idang Pem binaan dan 

Evaluasi P erum ahan , Perm ukim an D an P ertanahan ;

c. m enyiapkan b ah an  p em an tau an  dan  evaluasi k inerja  p e ru m ah an  dan



kaw asan  perm ukim an;

d. m enyiapkan b a h an  fasilitasi pem binaan  p e ru m ah an , kaw asan 

perm uk im an  d an  p e rtan ah an ;

e. m enyiapkan  b a h an  im plem entasi hasil rekayasa  teknologi di Bidang 

P erum ahan  d an  Perm ukim an;

f. m enyiapkan  b a h an  fasilitasi sertifikasi dan  reg ristrasi bagi orang a tau  

b ad an  h u k u m  yang m elaksanakan  perancangan  dan  perencanaan  

ru m ah  se rta  p e ren can aan  p ra sa ra n a  sa ra n a  u tilitas  um um  tingkat 

kem am puan  m enengah;

g. m enyiapkan  b a h an  evaluasi dan  pelaporan  di B idang Pem binaan dan  

Evaluasi P erum ahan , Perm ukim an Dan P ertanahan ; dan

h. m elakukan  tu g as ked inasan  lain yang d iberikan  oleh pim pinan.

Bagian Ketujuh 

B idang P ertan ah an

Pasal 35

(1) B idang P e rtan ah an  m eru p ak an  u n s u r  p e laksana  di B idang P ertanahan , 

berada  di baw ah d an  bertanggung  jaw ab Kepala D inas.

(2) B idang P e rtan ah an  dipim pin oleh Kepala Bidang.

Pasal 36

B idang P e rtan ah an  se b ag a im a n a  d im a k su d  d a lam  P asa l 35 ay a t (1) 

m e la k sa n a k a n  p e n y iap an  p e ru m u sa n  k eb ijak an , k o o rd in as i, p e la k sa n a a n  

k eb ijak an , p e m a n ta u a n , m onito ring , ev a lu asi d an  p e la p o ran  di B idang 

P ertanahan .

Pasal 37

Dalam  m elak san ak an  tu g as sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 36, Bidang 

P ertanahan , m enyelenggarakan fungsi :

a . penyiapan ru m u sa n  kebijakan, k o o rd in as i d a n  p e la k sa n a a n  k eb ijak an , 

evaluasi d an  pelaporan  di B idang P ertanahan ;

b . penyiapan ru m u sa n  p en g o o rd in asian  d an  p e la k sa n a a n  k eb ijak an , di 

B idang P ertanahan ;

c. penyiapan ru m u sa n  pem binaan  dan  evaluasi p e rtan ah an ; dan

d . pe laksanaan  fungsi ked inasan  lain yang diberikan  oleh p im pinan, sesuai 

dengan tugasnya.

Pasal 38

(1) B idang P e rtan ah an , terdiri a ta s  :

a. Seksi Fasilitasi Pengadaan  Tanah;

b. Seksi Fasilitasi P erm asalahan  P ertanahan ; dan

c. Seksi Pem binaan  d an  Pengendalian  P ertanahan .

(2) Seksi sebagaim ana  d im aksud  pada ayat (1), m asing-m asing  dipim pin oleh 

seorang K epala Seksi yang berada  dibaw ah d an  bertanggung  jaw ab 
kepada Kepala B idang P ertanahan .



Pasal 39

(1) Seksi Fasilitasi P engadaan  T anah , sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 38

ayat (1) h u ru f  a  m em punyai tugas, m elakukan  penyiapan  bahan

p e ru m u san  keb ijakan , k o o rd in as i d a n  p e la k sa n a a n  k eb ijak an ,

m onitoring, evaluasi d an  pelaporan  di B idang Fasilitasi Pengadaan  T anah.

(2) Tugas sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1) m eliputi:

a. m enyiapkan b ah an  p e ru m u san  kebijakan tekn is di B idang Fasilitasi 

Pengadaan T anah;

b. m enyiapkan b ah an  pengoordinasian  di B idang Fasilitasi Pengadaan 

T anah;

c. m enyiapkan b ah an  inven tarisasi k e b u tu h a n  pengadaan  tanah , 

penetapan  lokasi pengadaan  tan ah , penyelesaian m asalah  ganti 

kerugian  d an  sa n tu n a n ;

d. m enyiapkan b a h an  fasilitasi kegiatan p e n g ad a an /p e m b e b asan  tan ah  

u n tu k  a se t D aerah  sam pai dengan sertifikatnya se rta  penyerahan  ase t 

dengan berita  acara;

e. m enyiapkan b a h an  p enetapan  subyek dan  obyek red is tribusi tan ah  

se rta  ganti kerugian  ta n a h  kelebihan m aksim um  dan  tan a h  absen tee  

lin tas d aerah  k a b u p a te n /k o ta ;

f. m enyiapkan b a h an  fasilitasi adm in istrasi p e rtan ah an ;

g. m enyiapkan b a h an  penetapan  tan a h  u laya t yang lokasinya lin tas 

daerah ;

h. m enyiapkan b ah an  evaluasi dan  pelaporan  di B idang Fasilitasi 

Pengadaan T anah; dan

i. m elakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 40

(1) Seksi Fasilitasi P erm asa lahan  P e rtan ah an , sebagaim ana d im aksud  dalam  

Pasal 38 ayat (1) h u ru f  b m em punyai tugas, m elakukan  penyiapan  bahan  

p eru m u san  kebijakan , k o o rd in asi d a n  p e la k sa n a a n  k eb ijak an , 

m onitoring, evaluasi d an  pelaporan  di B idang Fasilitasi P erm asalahan  

P ertanahan .

(2) Tugas sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) m eliputi:

a. m enyiapkan b ah an  p e ru m u san  kebijakan tekn is di B idang Fasilitasi 

P erm asalahan  P ertanahan ;

b. m enyiapkan  b a h an  pengoordinasian  di B idang Fasilitasi P erm asalahan  

P ertanahan ;

c. m enyiapkan  b a h an  p e ru m u san  kebijakan tekn is di B idang Fasilitasi 

P erm asalahan  P ertanahan ;

d. m enyiapkan b a h an  inven tarisasi p e rm asa lah an  p e rtan ah an  

k ab u p a ten  /  kota;

e. m enyiapkan b ah an  fasilitasi penyelesaian sengketa  tan a h  garapan  

lin tas d aerah  k a b u p a ten /k o ta ;

f. m enyiapkan  b a h an  fasilitasi penyelesaian m asalah  ganti kerugian  dan



sa n tu n a n  ta n a h  u n tu k  pem bangunan  oleh Pem erin tah  D aerah;

g. m enyiapkan  b ah an  inven tarisasi pem anfaa tan  ta n a h  kosong lin tas 

d aerah  k a b u p a te n /k o ta ;

h. m enyiapkan  b a h an  penyelesaian m asalah  dan  pem anfaa tan  tan ah  

kosong lin tas  d aerah  k a b u p a ten /k o ta ;

i. m enyiapkan b ah an  evaluasi dan  pelaporan  di B idang Fasilitasi 

P erm asalahan  P ertan ah an ; dan

j. m elakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 41

(1) Seksi Pem binaan  dan  Pengendalian P e rtan ah an  sebagaim ana  d im aksud  

dalam  Pasal 38 ayat (1) h u ru f  c m em punyai tugas, m elakukan  penyiapan 

b ah an  p e ru m u san  kebijakan, koordinasi dan  p e lak san aan  kebijakan, 

m onitoring, evaluasi dan  pelaporan  di B idang Pem binaan dan  

Pengendalian P e rtan ah an .

(2) Tugas sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1) m eliputi:

a. m enyiapkan b ah an  p e ru m u san  kebijakan tekn is di B idang Pem binaan 

dan  Pengendalian  P ertanahan ;

b. m enyiapkan b ah an  pengoordinasian  di B idang Pem binaan dan  

Pengendalian  P ertanahan ;

c. m enyiapkan b ah an  fasilitasi pen ingkatan  k ap asita s  pe ran  m asyarakat 

dalam  B idang P ertanahan ;

d. m enyiapkan b ah an  p erencanaan  penggunaan  ta n a h  yang 

h am p aran n y a  lin tas d aerah  k a b u p a ten /k o ta ;

e. m enyiapkan b a h a n  pem berian  ijin lokasi lin tas daerah  

k ab u p a ten  /  kota;

f. m enyiapkan  b a h an  evaluasi dan  pelaporan  di B idang Pem binaan dan  

Pengendalian  P ertanahan ; dan

g. m elakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pim pinan sesuai 

dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan 

Kelompok Ja b a ta n  Fungsional

Pasal 42

Kelompok J a b a ta n  Fungsional pada  lingkungan D inas d ite tapkan  sesuai 

dengan k e b u tu h a n  dan  m em punyai tugas m elakukan  keg iatan  sesua i jab a tan  

fungsional m asing-m asing  sesua i dengan p e ra tu ran  p e ru n d ang -undangan .

Pasal 43

(1) Kelompok Ja b a ta n  Fungsional terdiri dari sejum lah tenaga fungsional yang 
terbagi dalam  kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Jum lah  Ja b a ta n  Fungsional sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), d itentukan 

berdasarkan kebu tuhan  dan beban kerja.



(3) Jen is dan jenjang Ja b a ta n  Fungsional sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), 

d iatur sesuai pera tu ran  perundang-undangan.

(4) Pem binaan terhadap Ja b a ta n  Fungsional sebagaim ana dim aksud ayat (1), 

dilakukan sesuai dengan pera tu ran  perundang-undangan.

(5) U ntuk m em enuhi kebu tuhan  jaba tan  fungsional sebagaim ana dim aksud pada 

ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertam a, perpindahan jabatan , 

dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan  pera tu ran  perundang-undangan.

(6) Pelaksanaan tugas jab a tan  fungsional dikoordinasikan oleh koordinator 

jaba tan  fungsional sesuai dengan rum pun jaba tan  masing-m asing.

(7) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jaba tan  fungsional sesuai ketentuan 

peraturan  perundang-undangan.

(8) Pelaksanaan tugas Ja b a ta n  Fungsional dan  pola hubungan  kerja Jab a tan  

Fungsional sebagaim ana dim aksud ayat (1) d iatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Kepala Dinas.

BAB IV 

TATA KERJA

Pasal 44

Kepala D inas m enyam paikan  laporan  kepada G ub ern u r m engenai hasil 

p e laksanaan  u ru sa n  pem erin tahan  di bidang perum ahan rakyat dan kaw asan 

perm ukim an dan bidang pertanahan  secara  berkala  a ta u  sew aktu -w ak tu  sesuai 

keb u tu h an .

Pasal 45

Dinas m enyusun  analisis  ja b a ta n , pe ta  ja b a ta n , analisis beban  kerja, dan  

u ra ian  tugas te rh ad ap  se lu ru h  ja b a ta n  di lingkungan D inas.

Pasal 46

Setiap u n s u r  di lingkungan  D inas dalam  m elak san ak an  tu g asn y a  m enerapkan  

prinsip  koordinasi, in tegrasi, dan  sinkron isasi baik dalam  lingkungan D inas 

m aupun  dalam  h u b u n g a n  a n ta r  in stan si pem erin tah  baik d aerah  m au p u n  

pusat.

Pasal 47

Setiap p im pinan u n it organisasi di lingkungan D inas h a ru s  m enerapkan  

Sistem  Pengendalian  In tern  Pem erintah di lingkungan m asing-m asing  u n tu k  

m ew ujudkan te rlak san an y a  m ekanism e ak u n tab ilita s  publik  m elalui 

p en y u su n an  p e ren can aan , pe laksanaan , dan  pelaporan  k inerja  yang 

terintegrasi.

Pasal 48

Setiap p im pinan  u n it o rgan isasi di lingkungan D inas bertanggung  jaw ab 

m em im pin dan  m engkoord inasikan  baw ahan  m asing-m asing  d an  m em berikan 

pen garah an  serta  p etu n ju k  bagi p e la k sa n a a n  tu g a s baw ahan .



Pasal 49

Setiap p im pinan u n it o rgan isasi di lingkungan D inas m engaw asi pe laksanaan  

tugas baw ahannya  m asing-m asing  dan  apab ila  terjad i penyim pangan wajib 

m engam bil langkah-langkah  yang d iperlukan  sesu a i dengan  k e ten tu an  

p e ra tu ran  peru n d an g -u n d an g an .

Pasal 50

Setiap p im pinan  u n it  organisasi di lingkungan D inas h a ru s  m engikuti dan 

m em atuhi p e tu n ju k  se rta  bertanggung  jaw ab  pada  a ta sa n  m asing-m asing  dan  

m enyam paikan laporan  sesua i dengan k e ten tu an  p e ra tu ran  perundang- 

und an g an  .

BAB V

KEPEGAWAIAN 

Pasal 51

(1) J a b a ta n  Kepala D inas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, 

Kepala Seksi, d an  Kelompok J a b a ta n  Fungsional di lingkungan  D inas 

d iangkat d an  d iberhen tikan  oleh Pejabat yang berw enang sesua i dengan 

p e ra tu ran  p e ru n d an g -u n d an g an .

(2) Selain J a b a ta n  Kepala D inas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian 

dan  Kepala Seksi se rta  J a b a ta n  Fungsional pada  D inas te rd ap a t jab a tan  

pelaksana.

(3) Ju m lah  dan  jen is  ja b a ta n  pe laksana  dan  J a b a ta n  Fungsional sebagaim ana 

d im aksud  pada  ayat (2) d iten tu k an  b e rd asa rk an  analisis ja b a ta n  dan 

analisis beban  kerja dari setiap  fungsi penyelenggaraan  U rusan  

P em erin tahan  bidang p e ru m ah an  rakyat dan  kaw asan  perm ukim an  dan 

bidang p e rta n a h a n  yang  m enjadi kew enangan D aerah.

(4) P e laksanaan  analisis ja b a ta n  dan  analisis beban  kerja  sebagaim ana 

d im aksud  p ad a  aya t (3) d ilakukan  secara  bertahap .

BAB VI

KETENTUAN LAIN LAIN 

Pasal 52

(1) Dalam  m elak san ak an  U rusan  Pem erin tahan  dan  tugas p em b an tu an  di 

B idang Perum ahan Rakyat dan Kawasan Perm ukim an dan Bidang 

Pertanahan, h u b u n g a n  Perangkat D aerah provinsi dan  Perangkat D aerah 

k a b u p a te n /k o ta  bersifat koordinatif dan  fungsional u n tu k  sinkron isasi 

p e lak san aan  tu g as d an  fungsi m asing-m asing.

(2) S inkronisasi sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1) m eliputi :

a. sink ron isasi data ;

b. sink ron isasi sa sa ra n  dan  program ; dan
c. sink ron isasi w ak tu  dan  tem pat kegiatan.

z1



(3) S tru k tu r O rganisasi D inas P erum ahan  R akyat D an K aw asan Perm ukim an 

sebagaim ana te rcan tu m  dalam  Lam piran m eru p ak an  bagian  yang tidak  

te rp isahkan  dari P e ra tu ran  G ubernu r ini.

Pasal 53

Dalam  hal P erangkat G u b ern u r se laku  wakil Pem erin tah  P u sa t belum  

terben tuk , pem binaan  d an  pengaw asan  p e lak san aan  u ru s a n  pem erin tahan  

bidang perum ahan rakyat dan kaw asan perm ukim an dan bidang pertanahan 

yang m enjadi kew enangan pem erin tah  k a b u p a te n /k o ta  d ilakukan  oleh 

G ubernu r sebagai wakil Pem erin tah  P usat d ib an tu  oleh Perangkat D aerah 

yang m elak san ak an  u ru sa n  pem erin tahan  di B idang Perum ahan Rakyat dan 

Kawasan Perm ukim an dan Bidang Pertanahan.

Pasal 54

Dinas disam ping m elaksanakan u ru san  pem erintahan desentralisasi dan  tugas 

pem bantuan, dapat m elaksanakan u ru san  pem erintahan dekonsentrasi sesuai 

dengan keten tuan  pera tu ran  perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 55

Pada sa a t P e ra tu ran  G u b ern u r ini m ulai berlaku, pe jabat yang m em angku 

ja b a ta n  lingkup D inas C ipta Karya Dan T ata R uang se rta  Biro Tata 

P em erin tahan  S ek re ta ria t D aerah  b e rd asa rk an  P e ra tu ran  G u b ern u r Nomor 73 

T ahun  2008 ten tan g  P en jabaran  Tugas Pokok, Fungsi d an  T ata  Kerja D inas 

C ipta Karya D an T ata  R uang Provinsi Ja w a  Tengah d an  P e ra tu ran  G ubernu r 

Jaw a  Tengah Nomor 59 T ahun  2008 ten tang  P en jabaran  T ugas Pokok, Fungsi 

dan  T ata Kerja S ek re ta ria t D aerah  Provinsi Ja w a  Tengah, te tap  m elaksanakan  

tugas dan  fungsinya sam pai dengan  d iangkat pe jabat b a ru  b e rd asa rk an  

P era tu ran  G u b ern u r ini.

Pasal 56

P elaksanaan  tu g as d an  fungsi perangkat daerah , sebagaim ana  d ia tu r dalam  

P era tu ran  G u b ern u r ini d ilak san ak an  m ulai tanggal 1 J a n u a r i  2017.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 57

(1) Pada saa t Peraturan  G ubernur ini m ulai berlaku, m aka P e ra tu ran  G ubernur 

Nomor 73 T ah u n  2008 ten tan g  P en jabaran  Tugas Pokok, Fungsi dan  T ata 

Kerja D inas C ipta Karya D an T ata R uang Provinsi Ja w a  Tengah dan  

P era tu ran  G u b ern u r Ja w a  Tengah Nomor 59 T ahun  2008 ten tang  

Pen jabaran  T ugas Pokok, Fungsi dan  T ata Kerja S ek re ta ria t D aerah 
Provinsi Jaw a  T engah d icabu t dan  d inyatakan  tidak  berlaku.



(2) Sem ua k e ten tu an  yang m enga tu r m engenai k ed u d u k an , su su n a n  

organisasi, p e lak san aan  tugas dan  fungsi se rta  ta ta  kerja D inas wajib 

m en d asa rk an  d an  m enyesuaikan  p en g a tu ran n y a  dengan  P era tu ran  

G ubenur ini.

Pasal 58

Peraturan G ubem ur ini m ulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sem ua orang m engetahuinya, m em erintahkan pengundangan Peraturan 

G ubem ur ini dalam  Berita Dae rah Provinsi Jaw a Tengah.
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